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1. Pendahuluan
  Era otonomidaerah yang secararesmimu-
laidiberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2001 
menghendakidaerahuntukberkreasidalammenca-
risumberpenerimaan yang dapatmembiayaipenge-
luaranpemerintahdanpembangunan. setiapdae-
rahtersebutmempunyaihakdankewajibanmengatur-
danmengurusrumahtangganyasendiriuntukmenin-
gkatkanefisiensidanefektivitaspenyelenggaraan-
pemerintahandanpelayanankepadamasyarakat. 
Untukmenyelenggarakanpemerintahantersebut, dae-
rahberhakmengenakanpungutanterhadapmasyara-
kat.Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 
daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai 
dengan anggaran yang ditetapkan dengan menguta-
makan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
Dalamrangkapencapaianpelayanandanpelak-
sanaanpembangunansecaraefektifdanefesien, 
makasetiapdaerahharussecarakreatifmampumen-

Dalamrangkapencapaianpelayanandanpelaksanaanpembangunansecaraefektifdanefesien, 
makasetiapdaerahharussecarakreatifmampumenciptakandanmendorongsemakinmeningkat-
nyasumber-sumberpendapatanaslidaerah.Salah satusumber-sumberPendapatanAsli Dae-

rah yang potensialadalahdarisektorjasaperparkiran.
Manado merupakansalahsatukotabesar di Indonesia dimanamasihbanyakterjadibeberapamasalah-
dalampenerimaanRetribusiParkir yang belum dikelolasecara optimal. Retribusi Daerah selainse-
bagaisalahsatusumberpenerimaanbagipemerintahdaerahjugamerupakanfaktor yang dominanper-
anannyadankontribusinyauntukmenunjangpemerintahdaerahsalahsatunyaadalahretribusiparkir.
RetribusiparkirsebagaisalahsatusumberPendapatanAsli Daerah (PAD) yang bersumberdarima-
syarakat, dimanapengelolaannyadilakukanolehUnit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubun-
gan Kota Manado. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabar-
kan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu 
kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan 
Umum.
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ciptakandanmendorongsemakinmeningkatnyasum-
ber-sumberpendapatanaslidaerah. Undang – Undang 
Pemerintah Daerah tentang penerimaan daerah dan 
juga Undang – Undang tentang Perimbangan Keuan-
gan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetap-
kan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sum-
ber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber 
dari daerah itu sendiri. Salah satusumber-sum-
berPendapatanAsli Daerah yang potensialadalah-
darisektorjasaperparkiran.Dengan demikian pemer-
intah daerah diharapkan mampu mengelola potensi 
yang ada didaerah, sehingga dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam pemasukan / penerimaan daerah, teru-
tama dalam hal ini lewat membuat kebijakan dalam 
peningkatan pendapatan asli daerah yang saat ini ma-
sih lemahnya kebijakan yang ada pada penerapan di 
lapangan dalam kebijakan Pendapatan asli Daerah. 
Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
di daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber 
pendapatan asli di daerah yang hasilnya memadai. 
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Unit Pelaksna Teknis Perparkiran Dinas Perhubun-
gan Kota Manado  adalah unit pelaksana yang diben-
tuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Ta-
hun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas 
Perhubungan Kota Manado.Berdasarkan ketentuan 
diatas maka pemerintah kota Manado melalui Unit 
Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Manado menjabarkan Undang-UndangNomor 
28 Tahun 2009 tentangpajakdaerahdanretribusidae-
rah dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di 
Tepi Jalan Umum.Dalam Perda tersebut secara umum 
memuat prinsip dalam penetapan retribusi parkir yai-
tu penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi 
Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan bi-
aya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengen-
dalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimak-
sud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan , biaya 
bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif 
sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan jasa, penetapan tarif  hanya untuk menu-
tup sebagian biaya. Namun dalam penerapan segala 
kebijakan tentang retribusi parkir masih memiliki 
banyak kendala. Dimana masih banyak terdapat juru 
parkir yang kurang mengetahui akan isi kebijakan 
retribusi parkir, kurangnya kesadaran para pengguna 
parkir untuk membayar retribusi dan masalah lain-
nya.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pen-
gelolaan retribusi parkir di Kota Manado.
Secara sederahana implemenentasi dapat diarti-
kan pelaksanaan atau penerapan. Grindle (1980: 
7) menyatakan, implementasi merupakan proses 
umum tindakan administratif yang dapat diteliti 
pada tingkat program tertentu.Grindle (1980: 7) me-
nambahkan bahwa proses implementasi baru akan 
dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 
program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap 
dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.Hing-
gis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman 
dari beberapa kegiatan yang di dalamnya sumber 
daya manusia menggunakan sumber daya lain un-
tuk mencapai sasaran strategi (Pasolong, 2007:57). 
Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan 
merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memi-
liki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan-
dapatjugadiartikansebagaiuntukmelakukansesuatu 
agar lebihsesuaisertacocokdengankebutuhansehing-
galebihbermanfaat.Jadipengelolaanmerupakanil-
mumanajemen yang berhubungandengan proses 
mengurusdanmenanganisesuatuuntukmewujudkan-

tujuantertentu yang ingindicapai.Pengelolaanatau 
yang seringdisebutmanajemenpadaumumnyasering-
dikaitkandenganaktivitas-aktivitasdalamorganisasi-
berupaperencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 
pengarahan, danpengawasan.Istilahmanajemenber-
asaldari kata kerja“to manage” yang berartimenan-
gani, memimpin, membimbing, ataumengatur.

2. Hasil
  Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas 
Perhubungan Kota Manado atau yang biasa disebut 
UPT Perparkiran adalah suatu unit yang mengelola 
urrusan parkir yang ada diseluruh titk Kota Mana-
do. Yang menurut keterangan dan hasil wawancara 
yang dilakukan  kepada Kepala UPT bahwa titik 
lokasi yang tersebar di seluruh kawasan Kota Ma-
nado. Pengelolaan atau yang sering disebut manaje-
men merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai 
usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pe-
kerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupak-
an serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut 
dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
telah   ditetapkan. Proses   tersebut   merupakan   kai-
tan   antara   fungsi   dari manajemen menurut George 
R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorgan-
isasian, penggerakan dan pengawasan.

3. Pembahasan 
  Demikian pula pada pengelolaan retribusi 
parkir di Kota Manado yang dikelola oleh Unit 
Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Manado yang senantiasa menerapkan fungsi-
fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam 
pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya 
pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan  retri-
busi  parkir  di  Unit Pelaksana Teknis Perparkiran 
Dinas Perhubungan Kota Manado  masih  menemui 
beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pemba-
hasan mengenai pengelolaan retribusi parkir  yang 
dideskripsikan sebagai berikut :
 Perencanaan (planning)  
  Perencanaan didefinisikan sebagai suatu pros-
es menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana 
hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber- 
sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, 
tindakan yang diambil dan jadwal  yang  diikuti  ke-
bijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  un-
tuk mencapai  tujuan  dalam  pelaksanaan  pemung-
utan  retribusi  parkir  di  Kota Manado maka perlu 
adanya perumusan perencanaan dari Upt Perparki-
ran Dinas Perhubungan Kota manado. Perencanaan 
memegang peranan penting dalam upaya pencapa-
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ian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi 
penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai 
dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota 
Manado. Menurut  keterangan  Staf Keuangan Rib-
kah Posumah, SE bahwa :“Penentuan target pertahun 
didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik 
kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir 
dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap 
tahunnya serta menambah presentase jenis peneri-
maan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang 
menjadi acuan kami untuk menetapkan target peneri-
maan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan per-
parkiran, penentuan target pertahun juga ditinjau dari 
peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-bi-
aya tak terduga lainnya”.
 Pengorganisasian 
  Merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, 
dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya 
yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tu-
juan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan 
kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata  “Or-
ganism”.  Organism  berarti  suatu  susunan  yang  
terdiri  dari  bagian- bagaian yang diarahkan ke satu 
tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-
bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehing-
ga hubungannya satu dengan yang lainnya saling 
mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebu-
latan yang saling berhubungan, bergantung, saling 
mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan terten-
tu. Pengorganisasian (organizing)  merupakan suatu 
fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang 
dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi un-
tuk mencapai tujuan bersama secara efektif. 
Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organ-
isasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan mas-
ing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi 
bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-
anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubun-
gan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi 
tercapainya tujuan bersama. 
 Penggerakkan (Actuating) 
  Penggerakan atau actuating adalah suatu tin-
dakan untuk mengusahakan agar  semua  anggota  
kelompok  berusaha  untuk  mencapai  sasaran  ses-
uai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha 
organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerak-
kan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya 
atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk 
mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. 
Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat san-
gat kompleks karena disamping menyangkut manu-

sia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari ma-
nusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai 
tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk 
penggerakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Ma-
nado sesuai dengan keterangan Kepala Sub Bagian 
Mouna Andes yang mengatakan bahwa : “sebulan  
sekali  kami  turun  ke  lapangan  disamping  melaku-
kan pengawasan pada proses pemungutan retribusi 
parkir kami juga memberikan arahan kepada para 
kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan 
bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap ke-
bijakan baru yang dibuat oleh pemerintah” Selain 
itu pihak Upt Perparkiran juga memberikan arahan 
terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Manado, 
seperti yang diungkapkan Kepala Teknis Operasi 
Penertiban Johanes Larambu, SE bahwa : ”Kami 
melakukan penertiban kepada para juru parkir yang 
tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi 
parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tem-
pat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir 
liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami 
“
 Pengawasan (controlling)
  Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas 
yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin 
dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual ses-
uai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan 
dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang 
dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal 
yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pen-
gawasan memegang peranan penting sebagai upaya 
dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan 
dalam pemungutan   retribusi.   Pengawasan   meru-
pakan   proses   pemantauan   yang dilakukan sebagai 
langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelak-
sanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. 
Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-
ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan 
pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.
Sebagaimana yang disampaikan diatas bahwa dalam 
peningkatan pendapatan asli daerah dibuatlah ke-
bijakan yang dituangkan dalam aturan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Retrbusi Parkir khususnya di Tepi Jalan Umum. 
Aturan ini harus di Implementasi sebagaimana Grin-
dle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupak-
an proses umum tindakan administratif yang dapat 
diteliti pada tingkat program tertentu.Jadi aturan ini 
harus dilaksanakan  dan juga sebelum dilaksanakan 
maka harus disosialisasikan kebijakan Perda Parkir 
ini, agar diketahui oleh semua orang dan khususnya 
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para pemegang kepentingan yang berkaitan dengan 
aturan tersebut.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
bahwa prosedur pemungutan retribusi adalah suatu 
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data ob-
jek  dan sub retribusi, penentuan besarnya retribusi 
yang tertuang tentang sampai kegiatan penagih re-
tribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan 
penyetorannya.
1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retri-

busi Pelayanan Parkir 
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir

Tabel 3 :
Klasifikasi struktur dan Besarnya Rteribusi Parkir di 
Kota Manado
Nomor Jenis kendaraan Retribusi(Rp/sekali 
parkir)
1. 1 Kendaraan Roda Dua 1.000
2. 2 Kendaraan Roda Empat 2.000
3. 3 Kendaraan Roda Enam 3.000
4. 4 Kendaraan Lebih Dari Roda Enam 
4.000
           Sumber : Upt Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Manado
  Dalam penelitian ini dengan kebijakan retri-
busi yang akan dibuat akan dilihat pencapaian yang 
telah dilakukan oleh UPT Perparkiran yang dibe-
bankan oleh Pemerintah Kota Manado seperti yang 
dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Per-
parkiran Dinas Perhubungan Kota Manado Imran 
Saleh, S.sos adalah Rp.100.000.000,- yang tereal-
isasi pada tahun 2012 adalah Rp.164.000.000,-

4.Kesimpulan
  Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab  sebelum-
nya  yang  menyangkut Implementasi Peraturan Dae-
rah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retri-
busi parkir di Kota Manado dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Manado berupaya mening-

katkan PAD melalui  retribusi daerah yang di-
bebankan kepada UPT Perparkiran Dinas Per-
hubungan Kota manado

2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah, 
UPT Perparkiran Dinas Perhubungan menggu-
nakan kebijakan yang berlaku termasuk  retri-
busi parkir yang dituangkan dalam Peraturan 
Daerah Nompor 3 Tahun 2011 Tentang Penge-
lolaan Retribusi Parkir

3. Menurut data yang diperoleh satu tahun terakh-
ir ini yaitu Tahun 2012 UPT Perparkiran Dinas 
Perhubungan Kota Manado dapat merealisa-

sikan targtet yang ada yaitu Rp.164.100.000,- 
(164%) dari target Rp.100.000.000,- (100%).
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